




 
 

DESKRIPSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN  

PROVINSI SULAWESI TENGAH 
 

Sasaran Indikator Kinerja Target Deskripsi Sumber Data Cara Mengukur 

Terwujudnya 

Penyelesaian 

Laporan/Pengaduan 

Masyarakat yang 

Efektif 

Jumlah 

laporan/pengaduan 

masyarakat yang 

diselesaikan 

Ombudsman RI 

Perwakilan  

293 Laporan Merupakan keluaran atas 

kegiatan penyelesaian 

laporan/pengaduan 

masyaratkat. 

Laporan yang dimaksud 

adalah laporan 

masyarakat yang 

diselesaikan (ditutup) 

pada tahun 2026 di tahap 

PVL yang tidak memenuhi 

syarat materil (tidak 

termasuk penutupan 

karena tidak memenuhi 

syarat formil) dan tahap 

pemeriksaan. 

Laporan yang diselesaikan 

merupakan penyelesaian 

(penutupan) laporan yang 

ditangani pada tahun 

Data SIMPeL Dihitung dengan menjumlahkan 

seluruh laporan/pengaduan 
masyarakat ke Ombudsman RI 
Perwakilan yang diselesaikan 

(ditutup) pada tahun 2026 (laporan 
yang diterima pada tahun 2026 dan 
laporan register tahun sebelumnya 

yang belum ditutup/backlog). 
 

∑𝑳𝑴𝑺 = 𝑳𝑴𝑺𝟏 + 𝑳𝑴𝑺𝟐 + ⋯ + 𝑳𝑴𝑺𝒏 
 

∑LMS : Jumlah laporan/pengaduan 

masyarakat ke Ombudsman 

RI Perwakilan yang 

diselesaikan (ditutup) 

LMS  : Laporan/pengaduan 

masyarakat ke Ombudsman 

RI Perwakilan yang 

diselesaikan (ditutup) pada 

tahun 2026 (laporan yang 
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2026 (laporan yang 

diterima pada tahun 2026 

dan laporan register 

tahun sebelumnya yang 

belum ditutup/backlog). 

diterima pada tahun 2026 

dan laporan register tahun 

sebelumnya yang belum 

ditutup/backlog). 

 

Jumlah laporan 

Investigasi Atas 

Prakarsa Sendiri 

(IAPS) Ombudsman 

RI bersifat tematik 

dan selektif khusus 

Program Prioritas 

Presiden yang 

dilaksanakan 

penyelenggara 

pelayanan publik  

1 Laporan Merupakan keluaran atas 

kegiatan Investigasi Atas 

Prakarsa Sendiri (IAPS). 

Laporan yang dimaksud 

adalah laporan 

pengawasan Ombudsman 

melalui investigasi atas 

prakarsa sendiri pada 

tahun 2026 bersifat 

tematik dan selektif 

khusus Program Prioritas 

Presiden yang 

dilaksanakan 

penyelenggara pelayanan 

publik. 

Laporan IAPS Dihitung berdasarkan jumlah 

laporan Investigasi Atas Prakarsa 

Sendiri (IAPS) pada tahun 2026 

bersifat tematik dan selektif khusus 

Program Prioritas Presiden yang 

dilaksanakan penyelenggara 

pelayanan publik 

 

Terwujudnya 

Penguatan 

Pencegahan 

Maladministrasi 

Guna Perbaikan 

Pelayanan Publik 

Jumlah pemerintah 

daerah yang dinilai 

atas opini 

pengawasan 

penyelenggaraan 

pelayanan publik 

14 Pemerintah 

Daerah 

 

Merupakan keluaran atas 

kegiatan penilaian Opini 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik di 

Pemerintah Daerah.  

Laporan Hasil 

Penilaian Opini 

Dihitung dengan menjumlah seluruh 

Pemerintah Daerah yang dinilai atas 
Opini Pengawasan Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik meliputi 
Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan 
Kota yang menjadi lokus penilaian 

opini 
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Pemerintah Daerah yang 

dinilai meliputi 

Pemerintah Provinsi, 

Kabupaten, dan Kota yang 

menjadi lokus penilaian 

opini. 

∑𝑷𝑫𝑶𝑷 = 𝑷𝑫𝑶𝑷𝟏 + 𝑷𝑫𝑶𝑷𝟐 + ⋯ + 𝑷𝑫𝑶𝑷𝒏  

 
  ∑𝑃𝐷𝑂𝑃 : Jumlah Pemerintah Daerah 

yang dinilai atas Opini 

Pengawasan 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik 

  𝑃𝐷𝑂𝑃  : Pemerintah Daerah yang 

dinilai atas Opini 

Pengawasan 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik 

Terwujudnya 

Pengelolaan 

Perlengkapan dan 

Kerumahtanggaan 

yang Berkualitas 

Jumlah layanan 

pengelolaan 

operasional dan 

pemeliharaan 

kantor 

1 Layanan Merupakan keluaran atas 

kegiatan layanan 

perkantoran untuk 

memastikan operasional 

dan pemeliharaan kantor 

kantor dapat terpenuhi 

selama 1 tahun. 

Data 

penyediaan 

layanan 

operasional dan 

pemeliharaan 

kantor  

Dihitung berdasarkan layanan 
operasional dan pemeliharaan kantor 

perwakilan yang diberikan 
 

 


